WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 1352 TAHUN 2014
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Menimbang

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

a. bahwa guna mewujudkan pemerintahan yang transparan

dan akuntabel sebagai salah satu syarat penyelenggaraan
tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan suatu
pedoman  pengelolaan  pelayanan  informasi dan

dokumentasi;

. bahwa pejabat pengelola informasi dan dokumentasi

merupakan komponen utama dalam terselenggaranya
pelayanan  informasi dan  dokumentasi, dimana
berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang
Pedoman  Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
menyatakan bahwa tata kerja Pejabat Pengelola Informasi

dan  Dokumentasi di lingkungan  Pemerintahan

Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan
Bupati/Walikota;
. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan  Walikota ~ Bandung tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di

Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

Mengingat ...



Mengingat

Menetapkan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan

Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAYANAN
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA
BANDUNG.

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

> L d -

Daerah adalah Kota Bandung.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
Walikota adalah Walikota Bandung.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Bandung.

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

6. Satuan ...



10.

11.

12.

13.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi
Pamong Praja, Kantor, dan Kecamatan.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
BUMD adalah badan usaha milik Pemerintah Daerah.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan
tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan,
baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat
dilihat, didengar dan dibaca, yang disajikan dalam
berbagai kemasan dan format sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
secara elektronik maupun non elektronik.

Dokumentasi  adalah pengumpulan, pengolahan,
penyusunan dan pencatatan dokumen, data, gambar dan
suara untuk bahan informasi publik.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterimaoleh
Pemerintah Daerah/BUMD yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah/BUMD sesuai
dengan peraturan perundang-undangan serta informasi
lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi
keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi
Publik yang berada dibawah penguasaan Pemerintah
Daerah/BUMD  tidak termasuk informasi yang
dikecualikan.

Pengujian tentang konsekuensi yaitu pengujian terhadap
dampak yang dapat ditimbulkan apabila suatu informasi
diberikan kepada masyarakat dengan
mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup
informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar

daripada membuka atau sebaliknya.

14. Pejabat ...



14. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang
selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang
bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan
informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

15. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan
langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan
dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.

16. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
yang selanjutnya disebut PPID Pembantu adalah pejabat
struktural yang bertanggung jawab dalam pengumpulan,
pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan,
penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi di
lingkungan SKPD, dan BUMD.

17. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang
menggunakan informasi publik sebagaimana diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau
badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan
informasi publik sebagaimana diatur dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN
TUJUAN Pasal 2
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
dimaksudkan untuk memberikan prosedur bagi SKPD dan
BUMD di lingkungan  Pemerintah  Daerah  dalam

melaksanakan Pelayanan Informasi Publik.

Pasal 3
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Informasi
Publik sesuai dengan prinsip pelayanan yang cepat, tepat

dan mudah di lingkungan Pemerintah Daerah.

BABIII ...



BAB III RUANG
LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi ini meliputi penyediaan pengumpulan,
pengklasifikasian, pendokumentasian dan pelayanan di

lingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD.

BAB IV
PRINSIP-PRINSIP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Pasal 5

Informasi Publikdi lingkungan Pemerintah Daerah dan
BUMD bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap
Pengguna Informasi Publik.

Pasal 6

Prinsip-prinsip dalam memberikan pelayanan informasi

publik, adalah:

a. mudah, cepat, cermat dan akurat, yaitu setiap kegiatan
dalam pemberian pelayanan informasi publik harus
dilaksanakan tepat waktu, disajikan dengan lengkap,
dikoreksi sesuai kebutuhan dan mudah diakses;

b. transparansi, yaitu dalam pemberian pelayanan
informasi publik harus dilaksanakansecara jelas dan
terbuka;

c. akuntabel, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian
pelayanan informasi publik harus dapat
dipertanggungjawabkan;

d. proporsionalitas, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian
pelayanan informasi publik harus memperhatikan

keseimbangan antara hak dan kewajiban.

BAB YV ...



BAB V

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DAERAH
Bagian Kesatu
Sturuktur Organisasi

Pasal 7
Struktur Organisasi PPID Terbagi dalam 7 (tujuh) kelompok,
yaitu:
a. Pembina;

Pengarah /Atasan PPID;

o

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
PPID;
PPID Pembantu;

moo a0

Pejabat fungsional; dan/atau

g. Bidang pendukung.
Pasal 8

(1) Penunjukan PPID ditetapkan dengan Keputusan
Walikota.

(2) PPID Pembantu pada SKPD dibentuk oleh kepala SKPD.

(3) PPID Pembantu pada BUMD ditetapkan dengan
Keputusan Direktur BUMD.

(4) Setiap SKPD/BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah
wajib membentuk PPID.

(5) Pembentukan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dan ayat (3) dapat difasilitasi oleh PPID.
Bagian Kedua

Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pasal 9
Pembina PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a,
dijabat oleh Walikota dan Wakil Walikota serta memiliki
fungsi dan tugas sebagai berikut:
a. Fungsi Pembina.
Pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan
dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan
informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme

yang ditentukan.

b. Tugas Pembina ...



b. Tugas Pembina.

1)

melakukan pembinaan terhadap pengelolaan
pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan
Pemerintah Daerah;

mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi,
yaitu informasi yang wajib disediakan dan
diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia

setiap saat serta informasi yang dikecualikan.

Bagian Ketiga
Pengarah /Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi

Pasal 10

(1) Pengarah PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf b, dijabat oleh Sekretaris Daerah.

(2) Pengarah PPID merupakan penentu dalam pengambilan

kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan

pelayanan informasi dan dokumentasi, termasuk dalam

hal menentukan klasifikasi informasi.

(3) Pengarah PPID mempunyai fungsi dan tugas sebagai

berikut:

a.

Fungsi Pengarah:

1) mengarahkan kegiatan pengelolaan informasi dan
dokumentasi  serta menjamin ketersediaan
informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi;

2) menerima keberatan atas penolakan dari pemohon
informasi publik;

3) memberikan tanggapan atas keberatan yang
diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja
sejak diterimanya laporan keberatan secara
tertulis;

4) sebagai perwakilan pemerintah daerah dalam
sengketa informasi publik; dan

5) memberikan persetujuan atau penolakan atas
surat penetapan daftar informasi publik dan surat

penetapan klasifikasi dari PPID.

b. Tugas ...



b. Tugas Pengarah:

1) memberikan arahan  kepada PPID terkait
pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi;

2) memberikan persetujuan kepada PPID atas
informasi dan dokumentasi yang dpt
diakses/diberikan kpd pemohon informasi;

3) memberikan rekomendasi kepada PPID atas hasil
uji konsekuensi informasi yg dikecualikan; dan

4) memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID
terkait dengan setiap kebijakan yg diambil utk
memenuhi hak setiap pemohon informasi.

5) dalam menjalankan tugasnya, berkoordinasi dan
dapat meminta masukan dari Tim Pertimbangan

Pelayanan Informasi.

Bagian Keempat

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

Pasal 11

(1) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri dari para Asisten
di Lingkungan Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan seluruh
pimpinan SKPD.

(2) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi mempunyai tugas
utama sebagai berikut:

a. membahas usulan-usulan informasi yang dikecualikan;

b. memberikan pertimbangan-pertimbangan atas

klasifikasi informasi, termasuk informasi yang

dikecualikan.

Bagian Kelima
PPID
Pasal 12
(1) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d,
adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
(2) PPID mempunyai tugas antara lain:

a. mengkoordinasikan ...



a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan

pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari

PPID Pembantu yang meliputi:

1) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
secara berkala;

2) informasi yang wajib tersedia setiap saat;

3) informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon

informasi publik.

b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan

memberi pelayanan informasi kepada publik;

c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;

d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang

dikecualikan;

e. melakukan pemutakhiran informasi dan

dokumentasi; dan

f.  menyediakan informasi dan dokumentasi untuk

diakses oleh masyarakat.

Pasal 13

Dalam hal kewajiban mengumumkan Informasi Publik, PPID

bertugas untuk mengkoordinasikan:

a.

pengumuman informasi publik melalui media yang
secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku
kepentingan;

penyampaian informasi publik dalam bahasa Indonesia
yang sederhana dan mudah  dipahami  serta
mempertimbangkan penggunaan bahasa lokal yang
dipakai oleh masyarakat.

Pasal 14

Dalam hal adanya permohonan informasi publik, PPID

bertugas:

a.

mengkoordinasikan pemberian informasi publik yang
dapat diakses oleh publik dengan PPID Pembantu di
berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi

permohonan informasi publik;

b. dalam ...
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b. dalam melakukan pengujian konsekuensi atas informasi,

PPID wajib untuk berpegang teguh kepada prinsip-

prinsip pengklasifikasian informasi. Prinsip-prinsip

tersebut adalah:

1) Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan
terbatas;

2) Pengujian konsekuensi atas informasi dilakukan
secara seksama dan penuh ketelitian; dan

3) Informasi yang dikecualikan tidak bersifat permanen,
dan ada jangka waktu pengecualiannya.

menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi

publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan

informasi publik ditolak;

menghitamkan atau mengaburkan informasi publik yang

dikecualikan beserta alasannya;

mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau

petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas

layanan informasi publik.

Pasal 15

PPID mempunyai tanggung jawab, antara lain:

a.

mengkoordinasikan penyimpanan dan
pendokumentasian seluruh informasi publik;
mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh
informasi publik di bawah penguasaan masing-masing
yang dapat diakses oleh publik;

menjaga kerahasiaan informasi yang dikecualikan
kepada masyarakat dan/atau pemohon informasi publik;
menjamin keakuratan informasi yang diberikan kepada

masyarakat dan/atau pemohon informasi publik.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID

berwenang:

a. menolak ...
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menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
meminta dan memperoleh informasi dari unit
kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan
kerjanya;

mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi
dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional
yang menjadi cakupan kerjanya;

menentukan atau menetapkan suatu informasi
dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan

menugaskan PPID Pembantu dan/atau  Pejabat
Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta
memelihara  informasi dan  dokumentasi untuk

kebutuhan organisasi.

Bagian Keenam
PPID Pembantu
Pasal 17

Kriteria PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf e adalah:

merupakan pejabat struktural yang melaksanakan tugas
pokok dan fungsi PPID pada SKPD dan BUMD;
memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan

dokumentasi serta pelaksanaan pelayanan informasi

publik.

Pasal 18

PPID Pembantu mempunyai tugas membantu PPID dalam

mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan

Pemerintah Daerah, yang meliputi:

a.

pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi
dari seluruh unit kerja dilingkungan SKPD dan BUMD
masing-masing;

pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau
informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja di
lingkungan SKPD dan BUMD masing-masing;

c. pelaksanaan ...
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c. pelaksanaan pelayanan informasi publik;
penyeleksian dan pengujian data dan informasi yang
termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi
yang dibuka untuk publik;

e. bekerja sama dengan pejabat pada wunit kerja di
lingkungan SKPD masing-masing

f. untuk melakukan pengujian guna menentukan
aksesibilitas atas suatu informasi;

g. melakukan koordinasi dengan PPID jika diperlukan
dalam penyelesaian sengketa informasi;

h. melakukan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan

dan pelayanan informasi serta dokumentasi.

Bagian Ketujuh
Pejabat Fungsional
Pasal 19

(1) PPID dapat menunjuk pejabat fungsional dan/atau
Petugas Pelayan Informasi yang membantu PPID dalam
melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya
sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

(2) SKPD dapat menunjuk pejabat fungsional dan/atau
Petugas Pelayan Informasi yang membantu PPID
Pembantu dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab
dan wewenangnya sesuai dengan kebutuhan dan
ketersediaan anggaran.

(3) BUMD dapat menunjuk pejabat fungsional dan/atau
Petugas Pelayan Informasi yang membantu PPID
Pembantu dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab
dan wewenangnya sesuai dengan kebutuhan dan

ketersediaan anggaran.
Pasal 20

Petugas Pelayan Informasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19, mempunyai tanggung jawab:

a. menyiapkan ...
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menyiapkan formulir permohonan informasi sesuai
Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

menerima permohonan informasi.

melakukan verifikasi data Pemohon Informasi.

melakukan verifikasi informasi yang diminta.

registrasi pencatatan permintaan informasi dalam buku
besar setelah  selesai verifikasi sesuai Format
sebagaimana  tercantum = dalam = Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

memproses lebih lanjut ke PPID /PPID Pembantu.
melakukan pencatatan dan penomoran surat informasi
yang disampaikan ke Pemohon Informasi.

Dalam hal informasi yang diminta bersifat terbuka, maka
PPID wajib memberikan jawaban permohonan informasi
berupa Pemberitahuan Tertulis sesuai dengan format
sebagaimana  tercantum = dalam = Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini, kepada pemohon informasi paling lambat 10
(sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima.

apabila informasi yang diminta bersifat tertutup, PPID
menyiapkan jawaban dengan menggunakan Formulir
Penolakan Permohonan Informasi Publik sesuai dengan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dari
tanggal diterimanya permohonan informasi, untuk
disampaikan kepada pemohon informasi.
mendokumentasikan dan menyiapkan evaluasi pelaporan
layanan informasi setiap bulan dan setiap akhir tahun.
apabila menerima  permohonan informasi yang
dikecualikan, wajib meneruskan kepada PPID/PPID

Pembantu.

Bagian ...
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Bagian Ketujuh
Bidang Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi

Pasal 21

Untuk mendukung kegiatan rutin PPID, dapat didukung

oleh bidang-bidang yang paling kurang terdiri dari:

a.

Dalam melaksanakan

Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi, bertugas
memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola
informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID;

Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi,
bertugas mengolah data yang akan disajikan sebagai
informasi publik, melakukan klasifi kasi jenis informasi

dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai;

. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, bertugas

melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam
menyelesaikan sengketa informasi; dan

Sekretariat PPID, bertugas memberikan dukungan
administratif dan teknis operasional serta sarana dan
prasarana mendukung tersedianya layanan informasi

dan dokumentasi.

BAB VI
TATA KERJA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Pasal 22

tanggung jawab dan wewenang

pelayanan informasi publik, Atasan PPID, PPID, PPID

Pembantu dan Petugas Pelayan Informasi wajib menerapkan

prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam

lingkungan masing-masing, antar SKPD maupun dengan

BUMD.

Pasal 23

Tata kerja pelayanan informasi meliputi 4 (empat) fungsi,

sebagai berikut:

a. pengelolaan informasi publik;

b. dokumentasi ...
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b. dokumentasi dan arsip;
c. pelayanan informasi publik; dan
d. pengaduan dan penyelesaian sengketa.

Pasal 24

(1) Pengelolaan informasi publik pada Pemerintah Daerah,
khususnya untuk Walikota dilaksanakan oleh PPID.

(2) Pengelolaan informasi publik pada SKPD dan BUMD
dilaksanakan oleh PPID Pembantu dan dibantu oleh
petugas yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan

informasi publik di masing-masing SKPD dan BUMD.
Pasal 25

Pengelolaan dokumentasi dan arsip dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

kearsipan dan tata persuratan.
Pasal 26

(1) Pelayanan informasi publik pada Pemerintah Daerah,
khususnya untuk Walikota dilaksanakan PPID dibantu
oleh Petugas Pelayan Informasi.

(2) Pelayanan informasi publik pada SKPD dan BUMD
dilaksanakan oleh PPID Pembantu dan dibantu oleh
petugas yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan

informasi publik di masing-masing SKPD dan BUMD .
Pasal 27

(1) Bagan organisasi dan mekanisme pelayanan informasi
publik pada Pemerintah Daerah tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

(2) Bagan organisasi dan mekanisme pelayanan informasi
publik pada PPID Pembantu ditetapkan tersendiri oleh
Kepala SKPD/BUMD dengan berpedoman pada Peraturan

Walikota ini.

BAB VII ...
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BAB VII
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

(1) Informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah
merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim, atau diterima, yang berkaitan dengan kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

(2) Informasi publik di SKPD merupakan informasi yang
dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima,
yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan SKPD di
Daerah.

(3) Informasi publik di lingkungan BUMD merupakan
informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim,
atau diterima, yang Dberkaitan dengankegiatan

penyelenggaraan BUMD di Daerah

Pasal 29
Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28,
diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok:
a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala;
b. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
c. informasi yang wajib tersedia setiap saat;

d. informasi yang dikecualikan.

Bagian Kedua
Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara
Berkala
Pasal 30
(1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala, paling kurang terdiri dari:
a. informasi tentang profil Pemerintah
Daerah/SKPD/BUMD yang meliputi:

1) informasi ...
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1) informasi tentang kedudukan atau domisili
beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan,
maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Pemerintah
Daerah/SKPD/BUMD beserta unit-unit kerja di
bawahnya;

2) struktur organisasi dan gambaran umum.

ringkasan informasi tentang program dan/atau

kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup SKPD

/BUMD, terdiri dari:

1) nama program dan kegiatan;

2) penanggung jawab, pelaksana program dan
kegiatan,;

3) target dan/atau capaian program dan kegiatan;

4) jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;

5) anggaran program dan kegiatan yang meliputi
sumber dan jumlah;

6) agenda penting terkait pelaksanaan tugas SKPD
/BUMD;

7) informasi tentang penerimaan calon pegawai.

ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup

SKPD/BUMD;

ringkasan laporan keuangan;

ringkasan laporan akses Informasi Publik, terdiri

dari:

1) jumlah permohonan Informasi Publik yang
diterima;

2) waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap
permohonan Informasi Publik;

3) jumlah permohonan Informasi Publik yang
dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan
permohonan Informasi Publik yang ditolak;

4) alasan penolakan permohonan Informasi Publik.

informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau

kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi
publik  yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Daerah /SKPD/BUMD, terdiri dari:

1) daftar rancangan peraturan perundang-undangan
Daerah, yang sedang dalam proses pembuatan;

2) daftar ...
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2) daftar peraturan perundang-undangan yang telah
diundangkan.

informasi tentang hak dan tata cara memperoleh

Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan

serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik

berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab yang

dapat dihubungi;

informasi tentang tata cara pelayanan pengaduan;

informasi tentang pengumuman pengadaan barang

dan/atau jasa sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

(2) Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud

(1)

pada ayat (1), dilakukan paling kurang setiap 1 (satu)

tahun sekali.

Bagian Ketiga

Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta

Pasal 31

Pemerintah Daerah/SKPD/BUMD wajib mengumumkan

secara serta merta, yaitu suatu informasi yang dapat

mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban

umum antara lain:

a.

informasi tentang bencana alam seperti kekeringan,
kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit
tanaman, epidemik, wabah dan kejadian luar biasa;
informasi tentang keadaan bencana non alam seperti
kegagalan industri atau teknologi, dampak industri,
dan pencemaran lingkungan;

bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik
sosial antar kelompok atau antar komunitas
masyarakat dan teror;

informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang
menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
informasi tentang racun pada bahan makanan yang
dikonsumsi oleh masyarakat; atau

informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas

publik.

(2) Pengumuman ...
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(2) Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), disampaikan dengan bahasa yang sederhana,

mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat.

Pasal 32

(1) Pihak yang menerima izin atau perjanjian kerja dari

Pemerintah Daerah/SKPD/BUMD yang kegiatannya

berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan

ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31

ayat (1), wajib memiliki standar pengumuman informasi.

(2) Standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), paling kurang meliputi:

a.

potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang
dapat ditimbulkan;

pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak baik
masyarakat umum maupun pegawai SKPD/BUMD
yang menerima izin atau perjanjian kerja dari
SKPD/BUMD tersebut;

prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan
darurat terjadi;

tata cara pengumuman informasi apabila keadaan
darurat terjadi;

cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang
ditimbulkan;

cara mendapatkan bantuan dari pihak yang
berwenang;

upaya-upaya yang dilakukan oleh SKPD/BUMD
dan/atau pihak-pihak yang berwenang dalam
menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang
ditimbulkan.

Bagian Keempat
Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 33

(1) Setiap SKPD/BUMD wajib menyediakan Informasi Publik

setiap saat, kecuali yang dapat ditolak berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

(2) Informasi ...
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(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri

dari:

a.

Daftar Informasi Publik, yang memuat:

1. nomor;

2. ringkasan isi informasi;

3. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai
informasi;

4. penanggung jawab pembuatan atau penerbitan
informasi;

5. waktu dan tempat pembuatan informasi,

6. bentuk informasi yang tersedia;

7. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;

informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau

kebijakan Pemerintah Daerah/SKPD/BUMD;

seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan

diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 30;

informasi tentang organisasi, administrasi,

kepegawaian, dan keuangan;

surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut

dokumen pendukungnya;

surat menyurat pimpinan atau pejabat Pemerintah

Daerah/SKPD/BUMD dalam rangka pelaksanaan

tugas pokok dan fungsinya;

syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan

dan/atau dikeluarkan berikut dokumen

pendukungnya, dan laporan tentang ketaatan

pelaksanaan izin yang diberikan;

data perbendaharaan atau inventaris;

rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah

Daerah/SKPD/BUMD;

agenda kerja pimpinan Pemerintah

Daerah /SKPD/BUMD;

k. informasi ...
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k. informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi
Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana
layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta
kondisinya, sumber daya manusia yang menangani
layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya,
anggaran layanan Informasi Publik serta laporan
penggunaannya;

l. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran
yang ditemukan dalam pengawasan internal serta
laporan penindakannya;jumlah, jenis, dan gambaran
umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat
serta laporan penindakannya;

m. informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka
bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan
dan/atau penyelesaian sengketa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

n. informasi tentang standar pengumuman informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, bagi
penerima izin dan/atau penerima perjanjian kerja;

o. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat

publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

Bagian Kelima Informasi
yang Dikecualikan Pasal 34

Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan
terbatas.

Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, kepatutan dan kepentingan umum.

Informasi Publik yang dikecualikan didasarkan pada
pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu
informasi diberikan kepada masyarakat dan
pertimbangan yang seksama bahwa menutup Informasi
Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar

daripada membukanya atau sebaliknya.

Paragraf 1 ...



(1)

(3)

(1)
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Paragraf 1
Pengklasifikasian Informasi yang Dikecualikan
Pasal 35
Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID
berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan
penuh ketelitian.
Penetapan Pengklasifikasian Informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas persetujuan
Walikota.
penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), paling sedikit memuat:
a. jenis klasifikasi informasi yang dikecualikan;
b. identitas pejabat PPID yang menetapkan;
c. SKPD/BUMD, termasuk unit kerja pejabat yang
menetapkan;
d. jangka waktu pengecualian;
e. alasan pengecualian; dan

f. tempat dan tanggal penetapan.

Pasal 36
PPID atas persetujuan Walikota yang bersangkutan dapat
mengubah klasifikasi informasi yang dikecualikan.
Pengubahan klasifikasi informasi yang dikecualikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat

dilakukan berdasarkan Pengujian Konsekuensi.

Paragraf 2
Jangka Waktu Pengecualian terhadap Informasi yang

Dikecualikan

Pasal 37
Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang
apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi
Publik dapat menghambat proses penegakan hukum
ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
Jangka Waktu Pengecualian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dikecualikan jika Informasi Publik tersebut
telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka
untuk umum.

Pasal 38 ...
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Pasal 38
Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila
dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik
dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas
kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan
usaha tidak sehat ditetapkan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

(1) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang
apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi
Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan
negara ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan
untuk perlindungan pertahanan dan keamanan negara.
Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang
apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi
Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk
perlindungan kekayaan alam Indonesia.

(2) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang
apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi
Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional
ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk
perlindungan ketahanan ekonomi nasional.

(3) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang
apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi
Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar
negeri ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan
untuk perlindungan kepentingan hubungan luar negeri.

(4) Penentuan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3), ditetapkan oleh Walikota/Kepala SKPD/BUMD yang

bersangkutan.

Pasal 40 ...
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Pasal 40
Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang
apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik
yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun
wasiat seseorang ditetapkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang
apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi
Publik dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang
ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk
perlindungan rahasia pribadi seseorang.
Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), dapat dibuka jika:
a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan
persetujuan tertulis; dan/atau
b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang
dalam jabatan-jabatan pada Pemerintah
Daerah/BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 41

Jangka Waktu Pengecualian memorandum atau surat-surat

antar/intra Pemerintah Daerah/BUMD yang berkaitan

dengan informasi yang dikecualikan ditetapkan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

Pasal 42

Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka
Waktu Pengecualiannya menjadi Informasi Publik yang
dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik dengan
penetapan dari PPID.

Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum
berakhirnya Jangka Waktu Pengecualian.

Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), tidak dilakukan, Informasi yang Dikecualikan
menjadi Informasi Publik pada saat berakhirnya Jangka
Waktu Pengecualian.

Paragraf 3 ...
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Paragraf 3
Tata Cara Pengecualian Informasi Publik
Pasal 43

PPID mengklasifikasian Informasi Publik setelah

melaksanakan pengujiantentang konsekuensi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), serta
setelah mempertimbangkan bahwa dibuka atau
ditutupnya Informasi Publik dapat:

a. memastikan agar masyarakat dapat berpartisipasi
secara efektif dalam pembuatan keputusan yang
memiliki dampak serius pada publik;

b. memastikan agar masyarakat mendapat informasi
mengenai kemungkinan bahaya bagi kesehatan dan
keselamatannya serta upaya-upaya yang memadai
untuk mencegahnya;

c. memastikan agar pihak yang berwenang bertindak
secara adil terhadap masyarakat;

d. memastikan agar masyarakat tidak mengalami
kerugian akibat penyalahgunaan wewenang;

e. memastikan bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia
yang berat dapat diketahui oleh publik; dan/atau

f. memastikan akuntabilitas Pemerintah
Daerah /BUMD.

Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus

dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat

pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi

Publik.

Pasal 44
PPID wajib menghitamkan atau mengaburkan materi
informasi yang dikecualikan dalam suatu salinan
Informasi Publik yang akan diberikan kepada publik.
PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian
informasi dalam suatu salinan Informasi Publik sebagai
alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap

keseluruhan salinan Informasi Publik.

(3) Dalam ...



(3)

(2)

(1)
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Dalam hal dilakukan penghitaman atau pengaburan
informasi, PPID wajib memberikan alasan dan materinya
pada masing-masing hal yang dihitamkan atau

dikaburkan.

BAB VIII
TATA CARA PELAYANAN KEBERATAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Pengajuan Keberatan

Pasal 45
Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan
dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:
a. penolakan atas permohonan Informasi Publik;
b. tidak disediakannya informasi berkala;
c. tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;
d. permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak

sebagaimana yang diminta;
e. tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;
f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu
yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditujukan kepada Atasan PPID melalui PPID.
Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di

hadapan hukum.

Bagian Kedua
Registrasi Keberatan
Pasal 46
Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi
formulir keberatan yang disediakan oleh Pemerintah

Daerah/BUMD bersangkutan.

(2) Dalam ...
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Dalam hal pengajuan keberatan disampaikansecara

tidak tertulis, maka PPID wajib membantu Pemohon

Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak

yang menerima kuasa untuk mengisikan formulir

keberatan dan kemudian memberikan nomor registrasi

pengajuan keberatan.

Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

paling kurang memuat:

a. nomor registrasi pengajuan keberatan;

b. nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;

c. tujuan penggunaan Informasi Publik;

c. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang
mengajukan keberatan;

d. identitas kuasa Pemohon Informasi Publik yang
mengajukan keberatan bila ada;

e. alasan pengajuan keberatan;

f. kasus posisi permohonan Informasi Publik;

g. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang
diisi oleh petugas;

h. nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik
yang mengajukan keberatan; dan

i. nama dan tanda tangan petugas yang menerima

pengajuan keberatan.

PPID wajib memberikan salinan formulir keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Pemohon
Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau
kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan.
Format formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

Format formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), berlaku pula dalam hal Badan Publik
menyediakan sarana pengajuan keberatan melalui alat

komunikasi elektronik.

Pasal 47 ...
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Pasal 47
(1) PPID wajib mencatat pengajuan keberatan dalam buku
register keberatan.
(2) Register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

paling kurang memuat:

a. nomor registrasi pengajuan keberatan;

b. nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;

c. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik
dan/atau kuasanya yang mengajukan keberatan;

d. Informasi Publik yang diminta;

e. tujuan penggunaan informasi;

f. alasan pengajuan keberatan;

g. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang
diisi oleh petugas;

h. nama dan posisi Atasan PPID;

i. nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik
yang mengajukan keberatan;

j- nama dan tanda tangan petugas yang menerima
pengajuan keberatan;

k. keputusan atas keberatan; dan

l.  keputusan Pemohon Informasi Publik atas keputusan

Atasan PPID.

(3) Format buku register keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Walikota ini.

Bagian Ketiga Tanggapan
atas Keberatan Pasal 48
(1) Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk
keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon
Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak
yang menerima kuasa paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam
buku register keberatan.

(2) Keputusan ...
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(2) Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
paling kurang memuat:

a. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;

b. Nomor surat tanggapan atas keberatan;

c. Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas
keberatan yang diajukan;

d. Perintah atasan PPID kepada PPID untuk
memberikan sebagian atau seluruh Informasi Publik
yang diminta dalam hal keberatan diterima; dan

e. Jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana
dimaksud dalam huruf d.

(3) PPID wajib melaksanakan keputusan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat

ditetapkannya keputusan tertulis tersebut.

Pasal 49
Alur pelayanan keberatan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Walikota ini.

Pasal 50
Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau
pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan
keputusan atasan PPIDdapat mengajukan permohonan
penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi
Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak

diterimanya keputusan atasan PPID.

BAB IX ...
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BAB IX
PELAPORAN
Pasal 51

Pelaporan pelaksanaan pelayanan informasi, meliputi:

(2)

jumlah permintaan informasi yang diterima;

waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap
permintaan informasi;

jumlah pemberian dan penolakan informasi; dan/atau

alasan penolakan permintaan informasi.

Pasal 52

PPID wajib menyampaikan laporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 kepada Walikota melalui
Atasan PPID berdasarkan laporan dari PPID;

Kepala SKPD wajib menyampaikan laporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51, kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah berdasarkan laporan dari PPID
Pembantu;

Direktur BUMD wajib menyampaikan laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah berdasarkan laporan dari PPID

Pembantu.

Pasal 53

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51, dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1

(satu) tahun.

BAB X ...
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BAB X
PENUTUP
Pasal 54

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.
Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 31 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 NOMOR 69

Sahnan sesual dengan aslinya,_

KElD/ALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

e

/ J

f«

|-

MW,/

H ADIN MdKHTQ\RUDIN SH.,MH.

Pembina T: 1ngkat I
NIP.19610625 198603 1 008



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 1352 Tahun 2014
TANGGAL : 31 Desember 2014

Bagan Organisasi PPID

Pembina
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MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pemohon

Sekretariat

uas

Bidang Bidang Bidang PPID Komisi
Pengolah data Pelayanan Penyelesaian Pembantu Informasi
dan dan Sengketa
Klasifikasi Dokumentasi
Informasi Informasi
Mengajukan Mencatat déaa _
Permohonan pmohon  da
QLS formasi  yang
Ya
Mengecek
status
=] informasi
an
Memberikan Iy J
Tanda Bukti
Informasi
yang
i Menyiapkan
Tidak Materi
JavIaban
Menwu .
J:\?vabzl;n Penyelesaian
|  Sengketa
Tidak nfojmasi
Tidak
Y Komisi
forr




ALUR PELAYANAN KEBERATAN

NO

URAIAN PROSEDUR

PEMOHON

SEKRETARIAT

PPID

ATASAN

TEAM

Pemohon informasi yang merasa tidak puas
atas pemberian informasi  mengajukan
keberatan secara langsung dengan mengisi
Formulir Kkeberatan atas pemberian informasi

INFORMASI

PPID

PERTIMBANGAN
INFORMASI

sesuai dengan format pada lampiran II

PPl mencatat pada buku register keberatan
sesuai format pada lampiran II dan
menyampaikan formulir Kkeberatan atas

L

pemberian informasi kepada PPID

PPID meneruskan laporan kepada Atasan
PPID

Atasan PPID dalam waktu maksimal 25 (dua
puluh lima) hari kerja membuat tanggapan
tertulis untuk disampaikan kepada pemohon:

a. Jika keberatan atas informasi terbuka,
atasan PPID memberikan tanggapan dan
disampaikan kepada pemohon informasi
dengan lampiran bahan informasi yang
diminta dengan memberitahu kepada
pemohon bahwa  biaya penyalinan
informasi dan  pengiriman  salinan
informasi ditanggung pemohon;

b. Jika keberatan atas informasi yang
tertutup, atasan PPID menyelenggarakan
siding uji konsekuensi dengan peserta
para Team Pertimbangan Informasi, PPID
utama, dan PPID pembantu terkait:

e Apabila keberatan diterima, atasan
PPID memberikan tanggapan dan di
sampaikan kepada pemohon bahwa
biaya penyalinan informasi dan
pengiriman  salinan  informasi di
tanggung pemohon;

e Apabila keberatan di tolak, atasan

terbuka

N
NV

tertutup

ditolak

PPID memberikan tanggapan di sertai
alasan kepada pemohon informasi;




FORMAT FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Jl. Wastukancana No. 2 Bandung
Tlp. 4234892. Fax. 4234892 Bandung
diskominfo@bandung.go,id

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

NOMOR PENDAFTARAN

(diisipetugas)*:. . . .. ... ... ...
Nama e e e e
Alamat e e e e e e
Pekerjaan e
Nomor Telepon/E-mail e e e e e e e e

Rincian Informasi yang dibutuhkan
(tambahkan kertas bila perlu) . . . . . . . .

Cara Memperoleh Informasi**
OMelihat/ membaca/mendengarkan /Mencatat***
oMendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)***
Cara Mendapatkan Salinan Informasi
*%*
oMengambil Langsung
oKurir
oPos
oFaksimili
DE-mail
...................... (tempat),.....ccceevvevieninnnen.......(tanggal /bulan / tahun)

Petugas Pelayanan Informasi

(Penerima Permohonan Informasi) Pemohon Informasi
(et e et e e ) (et e )
Nama dan TandaTangan Nama dan TandaTangan
Keterangan:

e Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik
e Pilih salah satu dengan memberi tanda ()

v Coret yang tidak pertu



mailto:diskominfo@bandung.go,id

II.

II.

VL

Hak-hak Pemohon Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di
Badan Publik kecuali

(a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi
dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan
perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari
persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan
Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan
ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir
ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau
surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut
sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;
Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- undang.

(b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai
atau didokumentasikan.

PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI
BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda
bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas
informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang
diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10
(sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan
Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban
tertulis 1x 7 hari kerja, dalam hal :informasi yang diminta belum
dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang
diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan
surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat
keputusan Pimpinan Badan Publik)

Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik
(misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang
diminta),maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada
atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kerja sejak permohonan
informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib
memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon
Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka
pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi
dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari kerja sejak diterimanya keputusan
atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik




BUKU REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

KETERANGAN:
Nomor .| dilsi fenteng nomor pendafiaran permohonan Informasi Publik,
| Tanggal | diisi fentang tangnal permohonan diterims.
Nama ‘| dilsi tenteng nama pemohon.
Alamat | dilsi fenteng slamat lengk ap dan jelss Pemahon Informasi untuk memudahian pengiriman informasi publix yang diminta.
Nomor Kontak :| dilsi fentsng nomor kontak {nomor elepon/fak similitelepon seluler/email Pemohon Informasi Public,
Pekergan | diisi tenteng pekerjaan Pemohon Informasi Public.
Informasi Yang Diminta | diisi fentsng detail informasi yang diminta.
Tujuan Penggunaan Informasi .| diisi entang tujuan/slssan permehonan dan pengaunsan informesi
Status Informasi .| ditsi dengan mencontreng salsh satu. Bila tidsk di bawsh penguasaan, tuliskan Badan Public lsin yang menguassi bila diketshui, sesual dengan isisn di formuli pemberitshuan tertuls.
Format Informasi Yang Dikuasai | dilsi dengan mencontreng salsh satu.
Jenis Permohonan | diisi dengan mencontreng salsh satu.
Hari dan Tanggal '| diisi entang:

2. waktu penyampaian pemberitahuan tertults s ebagaimana dimeks ud dalam Pasal 22 Undang-undang No. 14/2008 tentang Keterbuk san Informasi Public. Waktu pemberitshuan tertulis juga
menandakan waltu penolak an informesi apabils permohonan ditolak. Dengan kata lain, dalam hal permohonan informesi publik ditolek, meka pemberitshusn terulls ini sama dengan
penolakan.

b waktusampaidengan informasi dicirimkan atau diterime oleh Pemohon Informasi Public.

Keputusan ‘| dilsi sesusi dengan &1 keputusan dalsm pemberitshuan tertulis.
Alasan Penolakan ‘| dilsi dengan slssan penolakan oleh atasan PRID
Biaya & Cara Pembayaran ‘| diisi tentsng biaya yang dibutunkan s erta perinciannya dan cara pembayaran yang dilakuk an.

*Format ini adalah brmat Register Permohonan Informasi Publk secara manual. Badan Publik dapat mengembangkan dalam ormat lain, misainya secara kompu efisasi dengan memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam format




FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN TERTULIS
(RANGKAP DUA)

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
J1. Wastukancana No. 2 Bandung
Tlp. 4234892. Fax. 4234892 Bandung

Eh— diskominfo@bandung go,id
PEMBERITAHUAN TERTULIS
Berdasarkan permohonan Informasi pada tanggal ..... bulan ...... tahun ...
dengan nomor pendaftaran* _____. . Kami menyampaikan kepada Saudara/xt
B B = e e e B S S e n
A A e S S s S S S e s S S
PO TERTEMANS e e N A e S A

Pemberitahuan sebagai berikut:
A. Informasi Dapat Diberikan

No | Hal-hal terkait Informasi Publik Keterangan
1. | Penguasaan Informasi Pubhk** O &smi
_ Badan Publik lain,
BT  nvipanspnstaerdi ey
2. | Bentuk Fisik yang tersedia®™ [ Softcopy (termasuk rekaman)
_ Hardcopy/ salinan tertulis
3. |Biayay dibutuhkan 3 : Bp...x......[Jmlh
Va yang — Penyalinan | W0 oni-pp
B Pengiriman 14+ PR e e
C Lainlain sy
JUMLAH | BP...oooooenn ]
g JWakDIPEaYSISRI. 000 | cissiassssenesidssimsni Hari
5. |Penjelasan penghitaman [/ pengaburan informasi yang
dimochon***(tambahan kertas bila
1 L B e e e oy e e ooy e A A e oo A e A e e A3

B. Informasi tidak dapat diberikan karena:**
? Informasi yang diminta belum dikuasai
? Informasiyang diminta belum didokumentasikan
Penyediaan informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam

jangka wakta................ kpEE
Pejabat Pengelola Informasi dan D okumentasi
(PPID)

Keterangan: Nama & Tandatangan
- Diisisesuai dengan nomor pendaftaran pada formulr permohonan.
A Filih salsh satu dengan memberi tand a {V)
ot Biaya Penyalinan (Fotocopy / dEket) dan atau biaya pengiriman (khusus kurir dan Posj sesuai
denganstandar biaya yang telah ditetapkan
e Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen maka diberikan alasan penghitaman
Fer - Diisidengan keterangan waktu vang jelas untuk menyediakan informasi yang d iminta




FORMAT SURAT KEPUTUSAN PPID
TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI
(RANGKAP DUA)

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Jl. Wastukancana No. 2 Bandung
Tlp. 4234892. Fax. 4234892 Bandung
E— diskominfo@bandung . go,id

SURATKEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI
No.Pendaftaran:* ...
Nama =< saat
Alamat

No. Tel p/Email
Rincian Informasi yang dibutuhkan

PPID mermiuskan bahwa Informasi yang dimohon adalah:

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pengecualian
Informasi didasarkan : __  Pasal17hurf . UU KIP atau Pasal....
pada alasan

D Pasal ... Undang-Undang ...

Bahwa berdasarkan Pasal-Fasal di atas, membuka Informasi tersebut d apat menimbulkan konsekuensi
sebagai berikut:

Dengan demikian menyatakan bahwa:

PERMOHONAN INFORMASIDITOLAK

Jika Pemohon Informasi keberatan atas penclakan mi maka Femohon Informasi dapat mengajukan

keberatan kepada atasan FFID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menarima Surat
Keputusan ind.

[.vvuue...{Tanpat), ..................(tanggal bulan, dantalun) ***]
Pejabat Pengelola Informasi dan D ckumentasi
(FPID}
Nama & Tandatangan

Keterangan:
= Diisiokh petugas berdasarkan romor registrasi permchonan Informasi Fublik

s Diisioleh FFID sesuai dengan pengecualian pad a Pasal 17 lmruf a -1 UUKIP

o Sesuai dengan Fasal 17 huruf j UU KIF. diisi oleh FFID sesuai dengan pasal pangecualian
dalam und ang-undang lain vang mengscualikan informasi yvang dimohen tersebut (sebutkan
pasal danundang-und angnya).

#==%  Disiokh petugas dengan memperhatikan batas tentang jangka waliu pemberitahuan tertulis
seba gaimana diatur dalam UU KIF dan Feraturanini.




FORMAT FORMULIR KEBERATAN

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
J1. Wastukancana No. 2 Bandung
Tlp. 4234892 Fax 4234892 Bandung
diskominfo@bandung.go,id

FORMULIR KEBERATAN

(RA’\TGKAP DUA)

A. INFORMASI PENGA]JU KEBERATAN
Nomer Registrasi Keberatan x i GHeteiNRiGR G i Grs{dist Petugas)
Nomor FPermohonan Informasi -
Tujuan Penggunaan Informasi 3
Identitas pemchon

Namasa

Alamat

DN

Nomeor Telepon
Pekarjaan -
Identitas Kuasa Femohon™
Mama x
Alamat -
Nomor Telepon :
E. ALASAN KEBERATAN **
l_l a. Permohaonan informasi ditdak
b. Infarmasi berkala tidak disediakan

¢. pamintasn informasi tidsk ditangzapi

B I

_l d. permintaan informasi ditangzapi tidak sebagsimana yang diminta
D epemintaan infarmasi tidsk dipenuli
D f. bigya yang dikenakan tidak wajar

I_l g. informasi disampaikan melsbihi jangka waktu yeng ditentukan
C. KASUS POSISI (tambahan kertas bila perlu)

D. Harjtanggal tanggpan atas keberatan akan diberikan : ((tanggal),(bulan)(tahun) (diisi cleh
petugas) R
Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terimakasih

[«ewwwmnniTempat). ..................(tanggal bulan, dan talmun) ]
Mengetahui,
Petugas informasi PENGA]JU Keberatan
(Penerima keberatan)
Nama & Tandatangan Nama & Tandatangan

Xoewegan

- Nomor g icr pang ann cobormar, dagt Soasdaan DUk raprisy Dargajaan koot

Honsi Yoms romwhon doxiites ada s pomchcrnmya danmoargodican St Koses

Screx dorganm Paxk 35 UU P Qrud oDnrong g Koo IEiEn oo Songam alanaT ks Doratan yarg dogrlons

SToe rSrcaldongarn dmionraan Argca wals s dalxe TU ISP

Tegx dirdoan i X dEOTary A DOrQalchn KoDSmMtAn Y B0 PoAK Koborm B S0y AT Longc D ot K ASrgen Dol mptisr perg Nean
kzormEn

g4




BUKU REGISTER KEBERATAN FORMULIR KEBERATAN

ooy
No G kenierng neenee sepobe kebemtn
T gani tenteng tengral keberaian denn.
Neena & dengen Neme Femahen bnfomnax Roblk vang mengquken kebemsndm siew kemainye
Alaeat dix nisngalemal ko ghap den iy Fomoben hbenast
NenarRentk &in orang nomes kaniek inomar ek pon/fskeneh i clepen achuler sl Femoben Inkoemen Puliik
Pk wiam dix xentarg pekerjasnPemehen bisemax Rusk
Na Foniaftrnn Fusmabin m Infoms mi i eriang romee pendaoren pocks Sermve permobienn infarma s Dslan bl keberaien kaos alovanindom e veng 83k rom umlien accara herkele, sk kokomn il sk pecky St
Inkeroani Yong &pinta ;G dengen e yang dmnks.
Tojunn Fongpenum [nferumi ;e feang tgum saam permobenen dan pnggsinasa inkemen
Al Fongaienn Kebuntan i denpan memberikan s () aewasi slan vemg diguns kan ok mengajakan e bersten acbe pimana Peaal 32 avat ) UndangeUndeng Keterivakann b rmas Pk
¢ Fowiske oo jeomnion mkemes terdirkan sioen pnperadisn xtopsimans dimskved dslem Pasel §7Undang Undang Kok fockan Inisemesi Pusk ctos eds steen lain yang
ket
b Tidsk chediehernys sdoeman erkals scbe pimane dimskood dalom Foadl )
Tidsk disngmpens permabienan bneamast sk

e
d  Permohensnivirmai Futiikétmppep tdsk s npemens yang dmirts
¢ Tidsk o bioms pesmeboran bnormax Fuble
£
¥

Fengenann baye yang sk wier, don et
Pevampeien Inkeanai Publk veng melehini nakta
Koperzons stman FFID i derpen kepatenyeng dam il skhAtnaen FAID
Hoe o Tl Foanbori tmnggagan s Eobonntos dax heriden nggel pemrian tsrpzapen s ieberen
Nazan dun Fovin: Atnaan FFID iy drpm xas pephet yong sk memierikan inpranen scvasidengn kenenamgan ey ade pade kepatan WaSkon
Tungmpan Posozhen [eformasi i dengmn kengzepen Femeben bfommasi Puskk o XepatmanAteam FFID

WALIKOTA BANDUNG,
TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.SI
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

NIP.19610625 198603 1 008



